
1 
 

HUMAN GOVERNANCE DALAM PELAYANAN 

PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

CATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHAN BATU 

SELATAN 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

YANI ANDRIESTI FILY 

NPM: 1503100091 

 

Program Studi Ilmu Administrasi Publik 

Konsentrasi Pembangunan 

 

 
 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

MEDAN 

2019 

 



2 
 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 



5 
 

ABSTRAK 

HUMAN GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN 

Yani Andriesti Fily 

1503100091 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Human Governance 

dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Labuhan Batu Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan teknik pengolaan data kualitatif dilakukan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi.Setelah data terkumpul kemudian 

dianalisis dengan menggunakan kalimat sederhana sehingga dapat diambil 

kesimpulan. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan 

pegawai atau aparatur sipil negara belum maksimal, karena terlalu banyaknya 

masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan dan minimnya pegawai 

yang bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga 

masyarakat belum mendapatkan pelayanan yang optimal. Selain itu, masih adanya 

perbedaan dalam pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat, 

sehingga masih ada masyarakat yang merasa tidak adil dalam proses pelayanan. 

Pada saat proses pelayanan, pegawai belum sepenuhnya menghargai masyarakat, 

karena pegawai masih mengulur waktu dalam setap proses pelayanan. Hal 

tersebut disebabkan kurangnya ketersediaan blangko, sehingga menghambat 

proses pelayanan.  

 

 

Kata Kunci : Human Governance, Pelayanan Publik, Human 

Governancedalam Pelayanan Publik  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar belakang Masalah 

Pelayanan publik telah menjadi isu yang berkembang di tengah-tengah 

masyarakat, karena penyelenggaraan pelayanan publik selama ini memiliki 

dampak yang luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat. 

Sebelum era reformasi, birokrasi pemerintah sangat mendominasi penyelenggara 

pemerintah dan pelayanan publik.  

Pertumbuhan ekonomi dan demokrasi politik selama era reformasi ini 

tidak diikuti oleh pertumbuhan dan perubahan atau reformasi birokrasi pemerintah 

yang terarah. Ada dua indikator penyebab adanya penyakit birokrasi selama 12 

tahun terakhir ini, yaitu: indikator pelayanan usaha publik dan bisnis. Menurut 

catatan  dari international fiancial corporation tahun 2008,  Indonesia menduduki 

tingkat 123 yang paling rendah di atas Kamboja 145 dan Philipina 133. Pada saat 

itu Malaysia berada pada tingkat 24, Thailand pada tingkat 15, Vietnam 16 dan 

Singapore posisi teratas. Hal ini berarti tingkat pelayanan usaha di Indonesia 

tergolong rendah dan belum bisa memuaskan penerimaan dan pemangku 

kepentingan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah. Sumber dari Internet 

https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/04/09/reformasi-birokrasi-di-sektor-

pelayanan-publik/ 

1 

https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/04/09/reformasi-birokrasi-di-sektor-pelayanan-publik/
https://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/04/09/reformasi-birokrasi-di-sektor-pelayanan-publik/
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Salah satu tanda bukti bahwa pemerintah itu mengabdi kepada rakyat ialah 

dapat dilihat sampai seberapa jauh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Demikian salah satu wujud suatu tata kepemerintahan yang baik dan amanah bisa 

diamati dari cara pemerintahan memberikan pelayanan kepada publik. Pengertian 

baik dan amanah itu ialah sesuai dengan keinginan rakyat, bukan semata-mata 

keinginan penguasa pemerintah. 

Keinginan rakyat itu sederhana sekali yakni pelayanannya tidak 

menggunakan kekuasaan tetapi menggunakan rasa empati manusiawi kepada 

rakyat, tidak menyengsarakan rakyat, tidak membuat rakyat antri panjang, 

mendesak-desakan sehingga ada yang sakit, tidak mahal dalam arti harus 

berkorban menghilangkan banyak waktu dan tenaga. Seharusnya pemerintah itu 

pelayanannya murah, cepat, tepat dan menghargai manusia.  

Menurut Thoha dalam Sedamayanti (2009:243), pelayanan publik adalah 

usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu 

untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai 

tujuan. 

 Menurut Undang-undang pelayanan publik nomor 25 tahun 2009, 

pelayanan publik dapat diartikan sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka memenuhi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, dan jasa pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 

1 



3 
 

Pelayanan publik dapat didefenisikan sebagai bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah ditingkat pusat, 

daerah, dan lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah 

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam hal ini berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya 

pelayanan publik adalah sebagai berikut: pertama, yang bersifat primer adalah 

suatu penyediaan barang dan jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

yang didalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara atau 

pengguna mau tidak mau harus memanfaatkannya. Kedua, yang bersifat sekunder 

adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang harus diselenggarakan 

oleh pemerintah, tetapi akan didalamya pengguna tidak harus mempergunakannya 

karena ada beberapa penyelenggara pelayanan.  

Proses menuju pelayanan publik yang bagus adalah merubah orientasi 

berpikir dari aparatur yang bertidak sebagai penguasa menjadi aparatur yang 

bertindak sebagai pelayan. Human Governance adalah budaya baru untuk 

administrasi publik yang dapat disebut sebagai upaya memanusiakan administrasi 

publik, suatu kata yang ingin menjelaskan perspektif yang berbeda dan inovatif.  

Suatu konsep yang menjelaskan kriteria dan prinsip yang dikemukakan 

dari persoalan yang timbul dalam administrasi publik. Human governance timbul 

disebabkan karena munculnya persoalan-persoalan dari prespektif teknikal dan 
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struktural untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar yang diharapkan dalam penataan 

pemerintah yang baik. Dasar prinsip pemerintahan yang baik yang mendorong 

adanya kebutuhan human governance ini antara lain: ingin menciptakan tatanan 

pelayanan yang baik, lebih banyak investment di bidang tenologi informasi, 

menciptakan regulasi yang baik dan manajemen pelatihan sumber daya manusia 

yang lebih terbuka dan jujur. 

Berbeda dengan prespektif administrasi publik pada umumnya, maka titik 

perhatian human governance ini merubah posisi manusia dari objek menjadi 

subjek. Dengan demikian human governance merupakan suatu model kultural 

yang menata hubungan antara negara dan individu sebagai warga negara yang 

mempunyai kebebasan memilih, kemerdekaan berbeda suara, harga diri dan hak 

diperlukan oleh pemerintah atau negara. Dengan kata lain human governance 

merupakan upaya menjadikan pemerintah atau administrasi publik bewarna 

kemanusiaan. Atau secara singkat suatu budaya untuk memanusiakan kembali 

administrasi pemerintahan.  

 Human governance cenderung lebih memberdayakan dan memperbarui 

budaya keduanya baik budaya administrasi yang dijalankan oleh suatu pemerintah 

negara dengan budaya kewarganegaraan individu dalam suatu negara tertentu. 

Dengan demikian administrasi publik harus menjadi senjata yang ampuh di dalam 

memenuhi kebutuhan warganya, sehingga mampu dijadikan sebagai alat yang 

diandalkan oleh warganya. Sebaliknya administrasi pemerintah bukan sebagai 

suatu kesatuan yang tidak memberikan jaminan bagi warga melakukan dialog, 

yang tidak mampu bicara  satu bahasa dengan warganya.  
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Kriteria yang seperti inilah yang harus dipahami sebagai persyaratan yang 

utama dan dijadikan sebagai prilaku  kabaikan besama. Pemahaman yang seperti 

itu membuat sikap dan prilaku warga merasa ikut memiliki kebersamaan dalam 

suatu komunitas pemerintahan atau politik, sehingga segala persoalan bisa 

selesaikan melalui dialog. Dialog dilakukan antara masyarakat dengan pelayan 

publik. 

 Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah kabupaten Labuhan 

Selatan mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan 

kewenangan otonomi daerah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, 

pelayanan catatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan , dan 

pendaftaran data, inovasi pelayanan. Pelaksanaan segala aktivitas dan tugas-tugas 

yang berhubungan dengan kepentingan organisasi dalam memberikan pelayanan, 

baik kedalam maupun keluar, sesuai dengan yang tercantum dalam UU nomor 23 

tahun 2006 tentang sistem administrasi kependudukan.  

Aparatur pemerintahan atau pegawai negeri tugasnya adalah memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu cara pemerintahan dalam 

melaksanakan tugas pelayanan di Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil 

sebagai berikut: Pertama, berorientasi pada kepentingan publik. Kedua, 

melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketiga, menguasai 

“product knowledge” / jenis tugas dan fungsi lembaga Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil. Keempat, mengembangkan pola komunikasi efektif kepada 

masyarakat. Kelima, menyediakan fasilitas pelayanan yang memberikan 

kenyamanan.  
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Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten 

Labuhan Batu Selatan masih dikatakan kurang baik, karena pelayanan yang 

diberikan oleh pegawai masih lama dan berbelit-belit, serta menghabiskan waktu 

yang panjang. Selain itu, sistim pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil 

Negara atau pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

dinilai tidak maksimal sehingga masyarakat atau warga banyak yang kecewa. 

Sebagaimana yang dikeluhkan oleh warga yang mengurus dan membuat KTP, KK 

serta Akte Kelahiran kecewa dengan sistem pelayanan pegawai Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mereka antri 

berjam-jam dan tidak mendapat pelayanan yang baik dan bahkan ada warga yang 

mengaku dimintai sejumlah uang agar urusan dapat berjalan dengan lancar. 

Sumber dari http://aktualonline.com/view/Sumut/5055/Warga-Kecewa-

Pelayanan-di Disdukcapil-Labusel.html  

Oleh sebab itu, belum maksimalnya pelayanan publik diduga karena 

belum bertanggung jawabnya pegawai dalam memberikan pelayanan publik dan 

pemberian pelayanan tidak berdasarkan suku, ras maupun agama. Masyarakat 

belum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan seperti adanya kotak 

suara dan tidak adanya bertukar informasi maupun dialog dalam proses kegiatan 

pelayanan publik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada dasarnya masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan 

harapan. Oleh karena itu, perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting 

http://aktualonline.com/view/Sumut/5055/Warga-Kecewa-Pelayanan-di%20Disdukcapil-Labusel.html
http://aktualonline.com/view/Sumut/5055/Warga-Kecewa-Pelayanan-di%20Disdukcapil-Labusel.html
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dilakukan sehingga dapat terarah dalam membahas permasalahan yang akan 

ditelitih, mengetahui arah batas penelitian, serta meletakkan masalah pokok yang 

akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Human Governance dalam 

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan 

Batu Selatan”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

“Untuk Mengetahui  Bagaimana Human Governance dalam Pelayanan Publik 

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan”.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi diri 

sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan yaitu:  

a. Secara Teoritis, penelitian ini untuk menambah pengetahuan teori dan 

praktek mengenai masyarakat dalam membangun serta melatih dan 

mengembangkan pengetahuan berfikir ilmiah juga kemampuan 

menulis karya ilmiah. 

b. Secara Praktis, sebagai bahan masukan, sekaligus bahan pertimbangan 

yang mungkin berguna dan bermanfaat dalam meningkatkan 

pelayanan publik. 
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1.5   Sistematika Penulisan 

Pada penulisan Skripsi ini peneliti membuat suatu sistematika dengan 

mambagi penulisan menjadi V (Lima) bab yaitu: 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Pada Bab ini menguraikan latar Belakang Masalah, rumusan 

masalah, tujuan  dan manfaat penelitian  

BAB II :  URAIAN TEORITIS 

Pada Bab ini terdiri dari : Human Governance (pengertian 

Human Governance dan Prinsip-prinsip Deklarasi Human 

Governance dan Faktor yang mempengaruhi Human 

Governance), Pelayanan Publik (Pengertian Pelayanan Publik, 

Prinsip Pelayanan Publik, Konsep Dasar Pelayanan Publik).  

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini berisi tentang Jenis penelitihan, kerangka konsep, 

Defenisi Konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan  

data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan 

deskripsi ringkasan objek penelitian.  

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Pada Bab ini berisikan Hasil Penelitian, Deskripsi Hasil 

Wawancara, Pembahasan dan Human Governance dalam 

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

BAB V :  PENUTUP 

Pada Bab ini membuat simpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang akan diteliti. 
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BAB II  

URAIAN TEORITIS 

2.1 Human Governance  

2.1.1 Pengertian Human Governance 

Menurut Miftah Thoha (2008:156) Human governance merupakan suatu 

model cultural yang menata hubungan antara negara dan individu sebagai warga 

negara yang mempunyai kebebasan memilih, kemerdekaan berbeda suara, harga 

diri, dan hak diperlakukan oleh pemerintah atau negara. Dengan kata lain human 

governance merupakan upaya menjadikan pemerintah atau administrasi publik 

bewarna kemanusiaan. Atau suatu budaya untuk memanusiakan kembali 

administrasi pemerintahan.  

Menurut Mario Beggini, dalam Miftah Thoha (2008:157) human 

governance bisa dirumuskan sebagai konsep yang memberikan suatu penajaman 

bentuk bagi cita-cita yang sudah tertera dalam dokumen-dokumen tersebut. 

Human governance tidak hanya diterima begitu saja konsep-konsep partisipasi, 

perencanaan, dan dialog saja, akan tetapi juga mengidentifikasi model yang bisa 

digunakan sebagai referensi dan mengusulkan adanya buku pegangan yang 

dijadikan semacam bentuk perjanjian, hal itu ditujukan kepada semua stakeholder 

proses administrasi pemerintahan yang tidak hanya bagi para akademisi saja, akan 

tetapi juga bagi para praktisi administrasi negara.  

Menurut Miftah Thoha (2008:157) tentang prinsip dasar human 

governance tidak hanya berlaku dan bergema di kawasan nasional suatu negara 

9 
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 tertentu akan tetapi juga bisa diaplikasikan secara luas lintas negara 

sebagai konsep budaya administrasi pemerintahan. Sebenarnya isu berkaitan 

dengan budaya administrasi negara yang berdimensi human ini terdapat dalam 

beberapa dokumen kenegaraan. Cita-cita yang menempatkan manusia sebagai 

makluk ciptaan tuhan yang mempunyai kehormatan atau harga diri individu dan 

kesamaan hak bagi setiap manusia. Dari hasil konvensi dan seminar bahwa human 

harus dijadikan perekat dalam menegakkan demokrasi dalam pemerintahan. 

2.1.2 Prinsip-prinsip Deklarasi Human Governance 

Prinsip-prinsip Deklarasi Human Governance yang dikemukakan oleh 

Beggini dalam Miftha Thoha (2008:157-161) sebagai berikut :  

a. Adanya Akuntabilitas Sosial 

Prinsip ini bisa dipahami sebagai wujud dari realisasi dan 

implementasi dari prilaku pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan 

oleh administrasi negara. Akuntabilitas sosial ini tidak bertentangan hak dan 

kesepakatan yang dimiliki oleh warga negara baik sipil maupun pengusaha 

untuk mewujudkan kesejahteraannya. 

b. Pendidikan bagi Warga Negara 

Prinsip ini bisa dipahami sebagai bagian dari proses “learning”, dan 

dapat diketahui melalui sistem pendidikan, pada kegiatan pelatihan, pada 

informasi yang tersedia, pada kreativitas rasa tanggingjawab yang semakin 

besar, dan pada keterlibatan warga dalam realitas tercapainya kepemerintahan 

yang baik. Dengan demikian, prinsip kedua ini memperkuat rasa ingin 

memiliki dari kerangka intitusi lokal, nasional, internasional dan memperkuat 
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konsolidasi kesadaran bagi setiap individu terhadap sistem hak dan kewajiban 

yang melekat pada rasa ikut memiliki. 

c. Kesamaan dan Kebebasan  

Prinsip bisa dipahami sebagai keharusan untuk menjamin adanya 

kesamaan dan kebebasan bagi semuanya tanpa pandang bulu. Kesamaan dan 

kebebasan semuanya untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam 

mengembangkan profesonalitasnya, terlibat berkumpul dalam serikat, 

berperan serta secara demokratis menggunakan kebebasan waktu, terutama 

dalam memecahkan persoalan imigran yang timbul dibeberapa bagian dunia 

ini melalui dialog dan penuh dengan rasa kasih sayang kemanusiaan.  

d. Partisipasi 

Prinsip ini disepakati sebagai forum kesepakatan bagi administrasi dan 

warga untuk bertukar informasi dan dialog, diluar keterlibatan pihak swasta 

(warga, pengusaha, masyarakat sipil) yang biasanya mereka lakukan di dalam 

proses kegiatan administrasi pemerintahan. Selain itu juga bisa dipergunakan 

sebagai upaya untuk menilai peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah dan jaminan terhadap warga hak untuk memperoleh 

informasi yang mereka butuhkan. Prinsip ini bisa dilaksanakan oleh 

administrasi untuk mendorong terciptanya tatanan pemerintahan yang baik 

dan demokratis.  
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e. Sustanibilitas 

Prinsip ini bisa dipahami melalui serangkaian berbagai interpensi 

dengan tujuan untuk pengembangan kesejahteraan warga negara sesuai 

dengan profesi yang dimilikinya. Serangkaian intervensi ini selaras dan sesuai 

dengan kondisi lingkungan, kondisi daerah dan budaya lokal. Proyek-proyek 

yang mendorong terhadap tercapainya tujuan ini perlu dikembangkan oleh 

administrasi negara. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara 

hendaknya selalu dikembangkan dan menjamin adanya kelangsungan 

pelayanan kepada masyarakat.  

f. Bantuan Subsidi 

Prinsip ini bisa dipahami sebagai suatu model untuk menangani tata 

hubungan dengan dan memberikan pelayanan kepada pengguna manfaat dari 

suatu pelayanan administrasi pemerintahan. Upaya melakukan tata hubungan 

dan pelayanan itu ada agar terdapat hubungan yang lebih dekat lagi bagi 

warga, bisnis, dan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat agar dicapai 

kepuasan yang hakiki.  

g. Kompetisi di Tingkat Global 

Prinsip ini bisa dipahami sebagai upaya untuk menyederhanakan dan 

melakukan transparansi sistem perundangan, dan sebagai upaya untuk 

menyempurnakan kualitas administrasi. Selain itu, juga untuk memberikan 

jaminan kondisi yang optimal terhadap dicapainya produktivitas dan 

kompetisi dalam kaitannya untuk mencapai pertumbuhan sosial dan ekonomi.  

h. Kinerja Administrasi Pemerintahan yang Adaptif 
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 Prinsip ini bisa dimengerti sebagai suatu tujuan dalam waktu dekat 

harus bisa diwujudkan oleh pemerintah melalui penggunaan standar 

pelayanan minimal. Hal ini diperlukan agar supaya bisa menjamin kreativitas 

warga dan bisnis dalam menghadapi ruang administrasi kreativitas warga dan 

bisnis dalam mengadapi ruang administrasi yang homogen dimana pelayanan 

yang diberikan mengikuti kebiasaan yang homogen pula. 

i. Reabilitas 

Prinsip ini bisa dipahami sebagai hasil dari keseimbangan hubungan 

antara negara, intitusi dan warga. Keseimbangan ini sebagai wujud dari 

adanya dialog dan terciptanya iklim yang saling menghargai diantara kedua 

rakyat sebagai warga dan pemerintahan atau negara. Demikian pula sebagai 

wujud terciptanya saling percaya diantara keduanya. Hal seperti ini senantiasa 

diperhatikan dan diperhitungkan oleh administrasi negara sebagai tujuan 

utama. 

  

2.1.3 Faktor yang mempengaruhi Human Governance  

Faktor yang mempengaruhi Human Governance sebagai berikut : 

a. Kepemimpinan  

   Hal yang paling jelas tetang kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk menginspirasi dan mempengaruhi bawahan secara langsung atau 

tidak langsung dengan tujuan utama mempromosikan dan mengelola 

perkembangan organisasi. Pemimpin adalah orang yang memaksakan 

posisinya untuk mempengaruhi kelompok itu secara sadar atau tidak 
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sadar. Seorang pemimpin disebut sebagai pengemudi atau kekuatan 

dibalik kemajuan orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang 

mampu mempengaruhi para pengikut untuk memahami situasi, 

menafsirkan situasi dan apa yang perlu dilakukan untuk bergerak maju. 

b. Integritas  

  Mengacu pada pengetahuan, kesadaran dan pemahaman yang 

ketat terhadap nilai-nilai murni, secara konsisten, bersama dengan 

komitmen penuh terhadap nilai-nilai itu dalam setiap kata dan tindakan 

yang diucapkan untuk mencapai keunggulan dari organisasi. Integritas 

adalah kepatuhan tertinggi terhadap nilai-nilai komunitas lokal. Sesuai 

dengan itu, individu dikatakan memeliki integritas tinggi ketika 

tindakan mereka selaras dengan nilai-nilai murni yang mereka pegang. 

c. Religiusitas 

Religiusitas mewakili identifikasi individu dengan yang 

komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama. Religiusitas 

mengacu pada serangkaian prilaku yang menunjukkan nilai agama atau 

keyakinan seseorang. Pandangan lain, Religiusitas sebagai 

kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen mengikuti 

prinsip-prinsip tertentu. Istilah ini berlaku sebagian besar di setiap 

agama seperti Islam, Kristen, katolik dan lainnya. Agama melibatkan 

iman dan kepatuhan pada kode normal yang ditetapkan dalam tulisan 

suci, dan partisipasi dalam praaktik-praktik umum. Dalam istilah 

sederhana, religiusitas dapat disebut sebagai keadaan keyakinan 
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seseorang pada Tuhan, ditandai oleh kesalehan dan semangat 

keagamaannya.  

Mengenai moralitas tempat kerja, Islam percaya bahwa 

bekerja adalah tindakan ibadah yang harus diberlakukan dengan 

keadilan, komitmen dan kejujuran. Dalam Islam ada yang penting agar 

setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban dan ditanyai tentang 

bagaimana ia mendapatkan kekayaan dan bagaimana ia 

menghabiskannya. Karena itu, Islam lebih menekankan tugas dan 

kewajiban untuk mendorong individu bekerja lebih efektif dan efisien.  

d. Spiritualitas 

Spiritualitas dan agama dapat dibedakan berdasarkan universal 

manusia, daripada kepatuhan pada kepercayaan, ritual, atau praktik 

lembaga agama teroganisir dan spesifik. Spiritualitas dapat 

menentukan individu untuk mengalami kesadaran pada level yang 

lebih dalam, sehingga meningkatkan kemampuan mereka. 

e. Budaya Ekonomi 

Budaya ekonomi memperempit defenisi menjadi nilai-nilai dan 

kepercayaan bersama yang mengatur interaksi antar individu. Kita 

dapat membedakan dua saluran melalui budaya yang beroperasi pada 

norma sosial dan lembaga formal. Norma sosial adalah aturan informal 

didorong oleh nilai-nilai dan kepercayaan yang mnegatur interaksi dan 

keduanya dibagikan dan dipertahankan oleh anggota kelompok. 

Lembaga adalah aturan formal yang menegatur interaksi individu dan 
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juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kepercayaan. Hubungan lembaga 

formal dengan budaya adalah lembaga formal mudah dimati dan 

memberikan wawasan budaya, sementara aturan informal lebih sulit 

untuk diamati. Norma dan institusi sosial dapat selaras atau 

bertentangan langsung satu sama lain. 

f. Pelatian dan Pengembangan 

Proses untuk memperoleh dan mentransfer pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dikenal sebagai pelatihan dan 

pengembangan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan atau tugas 

tertentu. Oleh karena itu, manfaat pelatihan dan pengembangan baik 

bagi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. 

g. Perekrutan dan Seleksi 

Rekrutan adalah proses menerik individu secara tepat waktu 

dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang sesuai, 

mengembangkan minat mereka dalam suatu organisasi dan mendorong 

mereka untuk melamar pekerjaan di dalamnya.  

Untuk melamar lowongan kerja di organisasi, rekrutmen 

adalah proses menemukan dan menarik orang-orang yang memenuhi 

syarat. Rekrutmen adalah proses menghasilkan sekelompok pelamar 

yang memenuhi syarat untuk lowongan pekerjaan organisasi. 

Rekrutmen mengacu pada proses menemukan, menarik dan menyaring 

untuk mengamankan orang-orang yang tepat yang mencangkup ciri-ciri 
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pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap kandidat sebelum 

diterima untuk bergabung dengan organisasi. 

Seleksi adalah usaha yang dilakukan organisasi untuk 

memperoleh karyawan yang berkualitas dan kompeten yang akan 

menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada organisasi atau 

perusahaan. Seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi 

menjadi dua yaitu akan diterima atau di tolak untuk bekerja dalam 

perusahaan atau organisasi. 

2.2 Pelayanan Publik  

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Agung Kurniawan dan Pisolog (2008:199) pelayanan publik 

adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tata cara yang telah ditetapkan.  

Menurut Ratminto dan winarsih (2012:05) pelayanan publik adalah segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 

pada prinsipnya bertanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan. 

Menurut Thoha dalam Sedamayanti (2009:243) pelayanan publik adalah 

usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu 

untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai 

tujuan. 
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Menurut Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009, 

pelayanan Publik dapat diartikan sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Selanjutnya, undang-undang tersebut memaparkan ruang lingkup 

pelayanan publik yang dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yakni: 

a. Pelayanan barang dan jasa 

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa 

dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah 

kepada masyarakat.   

b. Pelayanan administratif  

Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan 

administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam 

perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi. 

Keluarga, kehormatan, dan harta benda. Kegiatan administratif dilakukan 

oleh instansi non pemerintahan dan diwajibkan oleh negara dan diatur 

dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian 

dengan pemerintah pelayanan.  

Menurut ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

tahun 2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan prima 

pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Parasuranman dan Berry dalam Nasution (2004:56) mengidentifikasikan  

faktor utama kriteria pelayanan publik, yakni: 

a. Reliable, merupakan kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan layanan 

yang dijanjikan dengan cepat.  

b. Responsiveness, kemampuan untuk membantu konsumen yang bertanggung 

jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan.  

c. Countensey, sikap atau prilaku rama, bersahabat, tanggap terhadap keinginan 

konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.  

d. Kompetence, adalah pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur 

dalam memberikan layanan. 

e. Tengible, adalah keberadaan fasilitas-fasilitas fisik, peralatan, karyawan, 

sarana komunisasi dan alat-alat pendudung yang berwujud dari rumah sakit 

dalam memberikan pelayanan kepada pada pasien. 

f. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

mayarakat. 

g. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai 

bahaya atau resiko. 

h. Accessibillity, adalah kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 

i. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan. 

j. Comunication, adalah kemauan memberi layanan untuk mendengar keinginan 

atau aspirasi pelanggan, serta kesediaan untuk selalu menyampaikan 

informasi kepada masyarakat. 
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2.2.2   Prinsip Pelayanan Publik 

Terdapat beberapa prinsip pelayanan publik menurut Skelcher  dalam 

moenir (2002-32) mengungkapkan tujuh prinsip pelayanan publik kepada 

masyarakat, yaitu: 

a. Standar, yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai tingkat 

pelayanan didalamnya termasuk pegawai dalam melayani masyarakat. 

b. Keterbukaan (Opennes), yaitu menjelaskan bagaimana pelayanan 

masyarakat dilakukan berapa biayanya, dan apakah suatu pelayanan sudah 

sesuai dengan standar yang ditentukan. 

c. Informasi (Information), yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah 

dimengerti tentang suatu pelayanan.  

d. Pilihan (Choice), yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada 

masyarakat sepanjang diperlukan. 

e. Tidak Deskriminasi (Non Descrimination), yaitu pelayanan diberikan 

tanpa membedakan ras dan jenis kelamin.  

f. Aksesibilitas (Accessbility), pemberian pelayanan harus mampu 

menyenangkan pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

g. Memperbaiki  (Redress ), adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur 

penyampaian komplain yang mudah.  

2.2.3   Konsep Dasar Pelayanan Publik 

Melayani berarti memenuh kebutuhan. Melayani publik, berarti melayani 

kepentingan orang banyak. Pelayanan dikatakan baik manakala masyarakat 

merasa “kecukupan” atas kebutuhannya. Mempertemukan dua pihak yang 
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berkepentingan bukanlah perkara yang mudah. Problem kepuasan masyarakat atas 

kepentingan lazimnya berfokus pada perbedaan, presepsi, antara pemberi layanan 

dengan masyarakat. Oleh karena itu, bagi lembaga pemberi layanan perlu 

menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memahami 

masyarakat dan sekaligus memberikan keterampilan dibidang layanan. 

Dalam dunia pemerintahan, persoalan pelayanan publik menjadi sorotan 

semua pihak. Pada masa lalu, posisi aparatur pemerintahan cenderung sebagai 

sosok penguasa ketimbang sebagai pelayanan publik. Tetapi seiring 

perkembangan zaman, maka posisi aparatur menjadi sebaliknya bukan minta 

dilayani tetapi wajib melayani.  

Implementasi perlu dilakukan perubahan mendasar dalam sistem 

pelayanan dan sekaligus kualitas kemampuan sumber daya manusianya. Dan 

menyikapi kondisi demikian, pihak pemerintah telah melakukan kajian mendalam 

dan sekaligus perubahan sistem layanan. Melakukan sebuah perubahan dalam 

hubungannya dengan sistem pelayanan publik tidak semudah dengan 

membalikkan telapak tangan. Diperlukan sebuah kemauan sungguh-sungguh dari 

aparatur pemerintahan, dan diperlukan perubahan mekanisme yang bisa diterima 

oleh publik. 

2.3 Human Governance Dalam Pelayanan Publik 

Human Governance merupakan suatu model baru yang mana 

memanusiakan manusia dalam pelayanan publik.  Manusia merupakan mahkluk 

sosial yang saling berinterkasi dan membutuhkan orang lain dalam setiap 
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aktivitasnya. Maka dari itu dengan adanya konsep human governance dapat 

membuat pelayanan publik menjadi lebih baik. Dengan cara memberikan 

pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan baik suku, ras, maupun 

agama. Pelayanan yang bersifat terbuka atau transparan dan saling menghargai 

baik pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan. Pelayanan yang diberikan 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain sehingga orang tersebut merasa 

puas. Puas dalam bahasa latin terdiri dari istilah satis (cukup) dan facera 

(melakukan/membuat sesuatu). Maka dapat dikatakan bahwa melayani berarti 

memberikan sesuatu yang dapat “memuaskan” dari produk barang atau jasa. 

Human Governance adalah kriteria yang sangat penting karena 

menentukan apakah pegawai akan mencapai tujuan mereka atau tidak dengan nilai 

dari kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam lingkup administrasi dan manajemen, human governance di anggap inti 

utama untuk prilaku profesional dalam organisasi. Pendekatah Human 

Governance sangat penting dan faktor yang harus menjadi bagian dari 

implementasi dan pertimbangan adalah prilaku etis. Maka dari itu seharusnya 

pegawai sadar akan tanggungjawabnya sebagai pemberi pelayanan yang harus 

berprilaku yang sesuai dengan etika yang berlaku dalam pelayanan. Melayani 

masyarakat dengan sepenuh hati karena masyarakat adalah penerima layanan yang 

harus dilayani dengan sebaik mungkin. 

Human Governance bergerak dari dimensi internal atau dari spritual. Oleh 

karena itu, komponen yang paling besar dari sifat internal, kesadaran dan aspek 

spiritual manusia harus dirujuk ketika membahas tentang subjek manusia dasar 
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dalam konsep human governance. Dalam organisasi, administrator menetapkan 

aturan dan hukum tertulis. Tetapi standar yang digunakan objektivitas pada 

kegiatan pemerintahan subjek, abstrak dan dinamis pada organisasi untuk 

mengontrol prilaku karyawan yang tidak layak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

   

  Menurut Sugiono (2006:1) Metode Penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: 

cara ilmiah, data tujuan dan kegunaan.  

 

3.1 Jenis Penlitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan 

metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.  

Menurut Sugiono (2006:11) penelitian deskriptif adalah penelitian 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lain. 

Dengan demikian maka penelitih akan mengumpulkan data tentang 

Human Governance dalam pelayanan publik, lalu diuraikan secara rasional dan 

diambil kesimpulan.  

 

 24 
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3.2 Kerangka Konsep 

Menurut Iskandar (2008:55) kerangka konseptual merupakan suatu 

kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban  

ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-

variabel, hubungan antara variabel-variabel secara teoritis yang berhubungan 

dengan hasil penelitian yang terdahulu yang kebenarannya dapat diuji secara 

empiris. Maka kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

Undang-undang Nomor 25 

tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 

1. Pelayanan Barang dan 

Jasa 

2. Pelayanan Administratif 

Human Governance 

1. Adanya Akuntabilitas 

Sosial 

2. Keamaan dan Kebebasan 

3. Partisipasi 

4. Reabilitas 

 

Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 



26 
 

3.3 Defenisi Konsep 

Defenisi konsep adalah batasan tinjauan yang menjelaskan suatu konsep 

yang akan diteliti dalam bentuk variabel. Selain itu defenisi konsep merupakan 

unsur penelitian yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel. Maka 

defenisi konsep yang penulis buat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Human Governanceadalah budaya baru bagi administrasi yang bisa 

menata hubungan pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat 

memiliki kebebasan bersuara dan mendapat hak-hak nya  dalam pelayanan 

publik. Seperti pelayanan yang diberikan tanpa memandang suku, ras 

maupun agama. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

keluhan dan bertukar informasi, serta dialog.    

b. Pelayanan Publik adalah kegiatan yang melayani kepentingan orang 

banyak, yang mana kegiatannya dilakukan oleh penyelenggara negara 

seperti pegawai negeri. Pelayanan publik dapat didefenisikan sebagai 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa 

publik. 

 

3.4 Kategorisasi 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel 

penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian 

untuk pendukung analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Adanya tanggungjawab pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil dalam memberikan pelayanan publik. Seperti pembuatan KTP dan 

KK. 

b. Pegawai atau aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat tanpa memandang suku, ras maupun agama.  

c. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan, seperti 

adanya kotak saran di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan.  

d. Masyarakat diberi kesempatan untuk bertukar informasi dan dialog dalam 

pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai atau Aparatur Sipil Negara 

supaya masyarakat merasa dekat dan nyaman dalam pelayanan tersebut.  

e. Adanya penghargaan individu dalam pelayanan, seperti tidak mengulur 

waktu, bersikap ramah dan sopan dalam setiap proses administrasi.  

 

3.5 Narasumber 

Narasumber adalah orang yang memberikan atau mengetahui secara jelas 

tentang sesuatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan 

pemberitaan. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh 

melalui pegawai yang berkerja di instansi pemerintahan maupun masyarakat di 

sekitarnya. Teknik penentuan narasumber dalam penelitihan digunakan metode 

purposive sampling, yaitu memilih sejumlah responden dengan pertimbangan 

tertentu yang dianggap paling tahu tentang objek penelitihan yang diteliti 

sehingga dapat memberikan data yang maksimal. Sedangkan teknik snowball 
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sampling dilakukan dengan menambah narasumber penelitian guna 

mendapatkan data yang memuaskan. 

Melalui teknik purposive sampling diperoleh informan utama yaitu 

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan sebagai pegawai yang dia anggap paling mengetahui dan memahami 

penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sementara melalui teknis snowball sampling 

diperoleh informan yang mendukung satu orang pegawai bagian kepala bidang, 

serta 3 orang masyarakat sebagai pengguna layanan yang dianggap mampu 

memberikan informasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan.  

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah : 

1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan 

Batu Selatan yaitu BapakAli Imran S.H, M.Si. 

2. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yaitu Bapak Aja 

Alimsah S, S.Pd, M.AP. 

3. Masyarakat di KabupatenLabuhanBatu Selatan yaitu:Bapak Irwanto, Ibu 

Desi Susanti Amd dan Delila Fusanti Caniago. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitihan, 

karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar 

mendapat data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan 
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standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapunteknik yang digunakan 

dalam penelitihan ini sebagai berikut : 

3.6.1 Data Primer  

Adapun yang menjadi langkah penelitian ini ialah dengan menggunakan 

wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber atau 

responden yang berkaitan dengan penelitihan. 

3.6.2 Data Skunder 

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti dan dipelajari sebagai 

literatur, buk-buku, dokumen-dokumen maupun catatan tulusan yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. Adapun cara dalam pengumpulan data yaitu : 

a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang ditelitih. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data 

apabila sesuai dengan tujuan penelitihan, direncanakan dan dicatat secara 

sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan keahliannya 

(validitasnya). 

b. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawancara disebut dengan interviewer, sedangkan orang yang 

diwawancarai disebut dengan interviewee. 

c. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ditelitih sehingga 

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran 

dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. 
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Dokumentasi ini diambil untuk data-data, foto, serta catatan lapangan demi 

mempermudah dalam penelitian.   

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Ardhana dalam Moleong (2002:103) analisis data adalah  proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar. 

 Menurut Miles dan Huberman dalam Gunawan (2013:210-211) Ada dua 

tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data Penelitian kualitatif, 

yaitu: 

a. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan 

pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan 

transformasi data kasar yang diperoleh. 

b. Penyajian data (data display). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi 

informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini 

adalah dalam bentuk teks naratif. 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and 

verification). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi 

dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat 

keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, 

dan proposisi. 
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3.8 Waktu dan Lokasi Penelitihan  

Penelitihan ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Labuhan Batu Selatan yang mengatur segala urusan administrasi 

kependudukan di Labuhan Batu Selatan. Adapun Kepala Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil KabupatenLabuhan Batu Selatan adalah Bapak Mangayat Jago 

Ritonga, S.Pd, SE. Penelitihan ini dilakukan pada bulan Februari 2019. 

 

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian 

a. Profil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Labuhan Batu Selatan. 

 Labuhan Batu Selatan adalahdaerah otonomi baru yang merupakan 

hasil pemekaran dari Labuhan Batu yang diresmikan pada tanggal 21 juli 

2008 sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2008tentang 

Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera 

Utara.  

 Labuhan Batu Selatan merupakan salah satu kabupaten dari 

pemekaran Kabupaten Labutan Batu yang dibagi menjadi Kabupaten yaitu 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. 

Sejarah pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan diawali dari 

adanya aspirasi atau keinginan masyarakat Labuhan Batu Selatan untuk 

membentuk sebuah daerah yang mandiri. Sejalan dengan apa yang 

diinginkan oleh masyarakat labuhan Batu Selatan, DPRD Labuhan Batu 

selanjutnya merespon dan akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan No. 63 
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Tahun 2005 pada tanggal 31 oktober 2005 tentang persetujuan DPRD 

Labuhanbatu Terhadap Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan 

dan Labuhan Batu Utara. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2005 Bupati 

Labuhan Batu mengeluarkan Keputusan No.1/K/2006 tentang persetujuan 

pemekaran Kabupaten Labuhan Batu. Hal tersebut diikuti dengan 

keluarnya Surat Gubernur Sumatera Utara No.903/030/K/2006 tentang 

Bantuan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Bagi Calon Kabupaten Labuhan Batu Utara dan 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.  

 

b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Labuhan Batu Selatan. 

1. Visi 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten 

Labuhan Batu Selatan mempunyai misi “Terwujudnya Tertib 

Administrasi Kependudukan Tahun 2021”. 

2. Misi 

Misi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten 

Labuhan Batu Selatan yaitu Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata 

kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran :   

a. Terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan 

dokumen kependudukan melalui sosialisasi kebijakan 

kependudukan. 
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b. Terwujudnya pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil cepat, akurat, mudah dan transparan, serta 

akuntabel. 

c. Terwujudnya pelayanan prima serta tertib administrasi 

kependudukan berbasis teknologi informasi. 

d. Terwujudnya pengelolaan data basis kependudukan dan pencatatan 

sipil melalui optimalisasi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK).  

 

c. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Labuhan Batu Selatan 

1. Kepala Dinas  

  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan kewewenangan otonomi 

daerah di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 

dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. 

  Adapun Fungsi dari Kepala Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknik bidang pelayanan pendaftaran 

penduduk, pelayanan pencatatan sipil, informasi pengawasan 

dan pengendalian kependudukan. 
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b. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan 

penduduk, penerbitan akte kelahiran dan akta sipil lainnya.  

c. Menyelenggarakan informasi, pengawasan, dan pengendalian 

kependudukan. 

d. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas. 

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas lain di bidang kependudukan 

dan pencatatan sipil untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam 

urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta 

mengkoordinasikan program kegiatan, pelayanan teknik dan 

administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

  Adapun Fungsi dari Sekretaris Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil sebagai berikut : 

a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja 

lingkungan dinas. 

b. Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan, tata usaha 

dan rumah tangga dinas. 

c. Melaksanakan rencana belanja dinas. 
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d. Menyelenggarakan urusan keuangan dinas. 

e. Mempersiapkan naskah rancangan peraturan, kebijakan dan 

pelaksanaan yang berhubungan dengan tugas pokok dinas. 

f. Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, 

surat-menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, 

dan pengelolaan data sekretaris. 

g. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan disekretariat 

dinas. 

h. Mengkoordinasikan administrasi kegiatan bidang pada 

dinas. 

i. Menghimpun dan mengkoordinasikan penyusunan program. 

j. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan. 

3. Sub Bagian Perencanaan 

 Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagai tugas kesekretariat di bidang penyusunan rencana kerja dan 

anggaran di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

Adapun uraian Tugas sub bagian perencanaan : 

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub sebagai 

perencanaan. 

b. Menyusun perumusan kebijakan pelayanan minimal dinas. 

c. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana 

strategi dinas.  

d. Menyusun jadwal kegiatan tahunan dinas.  



36 
 

e. Mengkoordinasi dan mempersiapkan penyusunan rencana 

kerja tahunan dinas. 

f. Mengkoordinasi dan mempersiapkan penyusunan rencana 

kerja anggaran dinas. 

g. Mengkoordinasi dan mempersiapkan penyusunan rencana 

kerja akuntabilitas kinerja dinas. 

h. Mengkoordinasi dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan lingkungan dinas.  

i. Mengumpulkan, mengelola dan mempersiapkan data sebagai 

bahan informasi. 

j. Mengkoordinasikan dengan setiap bidang untuk 

mempersiapkan pelaksanaan jadwal kegiatan. 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dipertahankan atasan. 

4. Sub Bagian Keuangan 

  Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagai kesekretariat di bidang keuangan dan lingkungan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Adapun uraian Tugas sub bagian keuangan : 

a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian 

Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. 
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b. Penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman, serta badan lain-lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan. 

c. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, 

penginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecah 

permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan keuangan. 

d. Melaksanakan analisis keuangan, pembendaharaan, verifikasi, 

akuntansi, monev anggaran, dan pelaporan keuangan serta aset 

dinas. 

e. Merencakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkankegiatan sub bagian. 

f. Melaksanakan administrasi keuangan. 

g. Melaksanakan pembinaan terhadap pemegang khas dan 

penyimpanan/ pengurus barang dinas. 

h. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian 

Keuangan. 

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan.  

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Keuangan 

kepada Sekretaris. 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bagian umum, program 

ketatausahaan, kepegawaian, dan rumah tangga di lingkungan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Adapun uraian tugas bagian umum dan kepegawaian : 

a.  Melaksanakan kegiatan dan program kerja sub bagian umum 

dan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja. 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman, serta badan lain-lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Sub bagian umum dan kepegawaian. 

c. Mengumpulkan, mengelola data dan informasi, 

penginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecah 

permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan 

umum dan kepegawaian. 

d. Memberikan pelayanan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, 

komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, 

penerimaan tamu, kehumasan dan pratokoler. 

e. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, 

ruang rapat/pertemuan, komunikasi dan sarana/prasarana 

kantor. 
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f. Melaksanakan perumusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, 

keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan yang 

lainnya.  

g. Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan,mutasi, 

kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan 

pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun, serta 

pendidikan dan pelatihan pegawai.  

h. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan 

dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, 

pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya. 

i. Membina dan megarahkan pelaksanaan tugas staf sub bagian 

umum dan kepegawaian. 

j. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul 

penghapusan barang/aset dinas. 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf sub bagian umum dan 

kepegawaian kepada sekretaris.  

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

6. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk 

 Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk mempunyai 

tugas membantu dan melaksanakan sebagai tugas Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menyelesaikan 

pendaftaran penduduk, pelyanan kartu keluarga  (KK) dan kartu 
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Penduduk (KTP) serta mutasi penduduk dan pengendalian 

penduduk. 

 Adapun Fungsi dari Bidang Pelayanan dan Pendaftaran 

Penduduk sebagai berikut : 

a. Merumuskan rencana dan proram kerja Bidang Pelayanan dan 

Pendaftaran Kependuduk. 

b. Menyelenggarakan persyaratan dan program kerja bidang 

pelayanan pendaftaran penduduk. 

c. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk. 

d. Pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pendaftaran penduduk. 

e. Penyelenggaraan pelayanan penerbitan dokumen 

kependudukan. 

f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk  

g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk. 

h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran 

penduduk. 

i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

7. Seksi Identitas Penduduk 
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  Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan 

sebagai tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk. 

Adapun uraian tugas seksi identitas penduduk : 

a. Menyusun rencana tugas dan program kerja tahunan di seksi 

identitas penduduk. 

b. Perumusan kebijakan teknis identutas penduduk. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan identitas 

penduduk. 

d. Pelaksanaan pelayanan identitas penduduk. 

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen identitas penduduk. 

f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

8. Seksi Pendataan Penduduk 

 Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk. 

Adapun uraian tugas seksi pendataan : 

a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi pendataan 

penduduk. 

b. Perumusan kebijakan teknis pendataan penduduk. 

c. Pelaksanaan kebijakan teknis pendataan penduduk. 

d. Pelaksanaan pendataan penduduk. 
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e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

9. Seksi Pindah Datang Penduduk 

  Seksi pindah datang penduduk mempunai tugas 

melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan pendaftaran 

penduduk. 

Adapun uraian seksi pindah datang penduduk : 

a. Menyusun rencana dan program kerja tuhunan seksi pindah 

datang penduduk.  

b. Perumusan kebijakan teknis pindah datang penduduk. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pindah 

datang penduduk. 

d. Pelaksanaan pindah datang penduduk. 

e. Membuat surat keterangan pindah penduduk WNI antar 

kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam 

wilayah NKRI. 

f. Membuat surat keterangan pindah penduduk WNI antar 

kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam 

wilayah NKRI. 

g. Membuat surat keterangan pindah datang penduduk asing 

dalam wilayan NKRI. 

h. Membuat surat keterangan pindah ke luar negeri. 
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i. Membuat surat keterangan datang dari luar negeri. 

j. Membuat surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing 

tinggal terbatas. 

k. Mengembangkan dan menyiapkan bahan-bahan mutasi 

penyuluhan tentang kependudukan dan pencatatan sipil. 

l. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksnaan tugas. 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

10. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

  Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil yang 

mengenai urusan, pencatatan kelahiran, pencatatan perkawinan, 

perceraian, dan perubahan situs anak, kewarganegaraan dan 

kematian.  

Adapun fungsi dari bidang pelayanan pencatatan sipil sebagai 

berikut : 

a. Merumuskan rencana dan program kerja bidang pelayanan dan 

pencatatan sipil. 

b. Penyelenggaraan urusan sipil dan penerbitan serta pelayanan 

akta. 

c. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kegiatan 

bidang pelayanan pencatatan sipil. 
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d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

11. Seksi Pencatatan Kelahiran  

  Seksi Pencatatan Kelahiran mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan pencatatan sipil 

yang mencangkup urusan pencatatan kelahiran. 

Adapun uraian tugas seksi pencatatan kelahiran : 

a. Menyusun rencana program kerja seksi pencatatan kelahiran. 

b. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan surat pelayanan 

pembuatan akta kelahiran. 

c. Meneliti dan memeriksa kebenaran serta kelengkapan 

persyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan Akta Kelahiran. 

d. Membuat surat keterangan kelahiran. 

e. Membuat data dan melaporkan penerbitan akta kelahiran. 

f. Menyimpan dan memelihara buku register dan arsip yang 

berkaitan dengan akta kelahiran. 

g. Membuat surat keterangan untuk orang asing. 

h. Membuat surat keterangan lahir untuk orang asing. 

i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

12. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian 
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  Seksi pencatatan perkawinan, perceraian mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan pencatatan sipil 

dalam urusan pencatatan perkawinan, perceraian mengenai 

penerbitan akta perkawinan/perceraian. 

Adapun uraian tugas seksi pencatatan perkawinan, perceraian : 

a. Menyusun rencana dan program keja tahunan seksi perkawinan, 

perceraian. 

b. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan serta pelayanan 

pembuatan akta perkawinan. 

c. Meneliti dan memeriksa kebenaran serta kelengkapan 

persyaratan akta perkawinan, perceraian.  

d. Membuat surat keterangan perkawinan. 

e. Membuat data dan melaporkan penerbitan akta perkawinan, 

perceraian. 

f. Menyimpan dan memelihara buku registrasi arsip yang 

berkaitan dengan akta perkawinan, perceraian.  

g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

13. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian 

  Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan 

kematian tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan 
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pencatatan sipil dalam urusan perubahan status anak, 

kewarganegaraan dan kematian.  

  Adapun uraian tugas seksi perubahan status anak, 

kewarganegaraan dan kematian : 

a. Menyusun rencana program kerja tahunan seksi perubahan 

status anak, kewarganegaraan dan kematian. 

b. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan serta pelayanan 

pembuatan akta kematian. 

c. Meneliti dan memeriksa kebenaran serta kelengkapan 

persyaratan perubahan status anak, kewarganegaraan dan 

kematian. 

d. Membuat surat keterangan kematian. 

e. Membuat data dan melaporkan penerbitan perubahan 

perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian. 

f. Menyimpan dan memelihara buku registrasi arsip yang terkait 

dengan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian. 

g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

14. Bidang Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan 

  Bidang pengelolaan informasi adminstrasi kependudukan 

mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagai tugas 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mengelola sistem 
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informasi administrasi kependudukan, pengelolaan penyajian 

datakependudukan, dan tata kelola sumber daya manusia, 

teknologi, informasi dan komunikasi. 

  Adapun Fungsi dari bidang pengelolaan informasi 

adminstrasi kependudukan sebagai berikut : 

a. Penyusunan perencanaan pengeolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi 

kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan 

serta tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi 

dan komunikasi. 

b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi 

kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan 

serta tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi 

dan komunikasi. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 

meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, 

pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola 

dan sumber daya manusia, teknologi, informasi dan 

komunikasi. 

d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 

yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, 
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pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola 

dan sumber daya manusia, teknologi, informasi dan 

komunikasi. 

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

15. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

  Seksi sistem informasi administrasi kependudukan 

mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas bidang pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan yang mencangkup urusan 

sistem informasi administrasi kependudukan. 

Adapun uraian tugas seksi sistem informasi administrasi 

kependudukan : 

a. Merumuskan rencana dan program kerja seksi sistem informasi 

administrasi kependudukan. 

b. Melakukan pembinaan dalam rangka mengembangkan kegiatan 

seksi sistem informasi administrasi kependudukan. 

c. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 

d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

16. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan 
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  Seksi pengelolaan dan penyajian data kependudukan tugas 

melaksanakan sebagai tugas bidang pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan yang mencangkup urusan pengelolaan 

penyajian data kependudukan. 

  Adapun uraian tugas Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data 

Kependudukan : 

a. Merumuskan rencana dan program kerja seksi pengelolaan 

penyajian data kependudukan. 

b. Melakukan pembinaan dalam rangka mengembangkan kegiatan 

seksi pengelolaan penyajian data kependudukan. 

c. Pelaksanaan pengelolaan penyajian data kependudukan. 

d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

17. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, 

Informasi dan Komunikasi 

  Seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, 

informasi dan komunikasi  mempunyai tugas melaksanakan 

sebagai tugas bidang pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan yang mencangkup urusan tata kelola dan sumber 

daya manusia, teknologi, informasi dan komunikasi. 

  Adapun uraian tugas seksi tata kelola dan sumber daya 

manusia, teknologi, informasi dan komunikasi : 
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a. Merumuskan rencana dan program kerja seksi tata kelola dan 

sumber daya manusia, teknologi, informasi dan komunikasi. 

b. Merumuskan rencana dan program seksi tata kelola dan sumber 

daya manusia, teknologi, informasi dan komunikasi. 

c. Melakukan pembinaan dalam rangka mengembangkan kegiatan 

seksi tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, informasi 

dan komunikasi. 

d. Pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi, 

informasi dan komunikasi. 

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

18. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

  Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan 

mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagai Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pemanfaatan Data dan 

Inovasi Pelayanan yang mencakup urusan kerja sama, pemanfaatan 

data dan inovasi pelayanan. 

  Adapun Fungsi dari bidang pemanfaatan data dan inovasi 

pelayanan sebagai berikut : 

a. Menyusun perencanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan. 
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b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan. 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama 

serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan. 

e. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan. 

f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

g. Pengendalian dan inovasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan 

administrsi kependudukan. 

19. Seksi Kerja Sama 

 Seksi kerja sama mempunyai tugas melaksanakan sebagai 

tugas bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.  

Adapun uraian tugas seksi kerja sama : 

a. Merumuskan rencana dan program kerja Seksi kerja sama 

administrasi kependudukan. 

b. Merumuskan rencana dan program Seksi kerja sama 

administrasi kependudukan. 

c. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan 

kegiatan kerja sama administrasi kependudukan. 

d. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan. 
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e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

20. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

  Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 

mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas bidang pemanfaatan 

data dan inovasi pelayanan. 

  Adapun uraian tugas Seksi pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan : 

a. Merumuskan rencana dan program kerja Seksi pemanfaatan 

data dan dokumen kependudukan 

b. Merumuskan rencana dan program Seksi pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan. 

c. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kegiatan 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

21. Seksi Inovasi Pelayanan 

  Seksi inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagai tugas bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. 

Adapun uraian tugas seksi inovasi pelayanan : 
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a. Merumuskan rencana dan program kerja Seksi inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan. 

b. Merumuskan rencana dan program Seksi inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan. 

c. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kegiatan 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

d. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 

22.  Kelompok Jabatan Fungsional 

  Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

d. Struktural 

Bagan struktur organisasi Kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan dapat dilihat pada gambar  

sebagai berikut: 
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Keterangan : 

Jabatan Struktural yang Kosong 

Jabatan Struktural yang Berisi 

 

Plt. Kepala Dinas 

Mangayat Jago Ritonga, S.Pd,SE 

NIP. 19600813 197909 1 001 
Sekretaris 

Ali Imran, SH, M.Si 

NIP. 19720708 199803 1  005 

 

 

Sub Bagian 

Keuangan 

Sub 

Perencanaan 

Sub Bagian 

Umum dan 

Kepegawaian  

Bindang Pelayanan dan 

Pendaftaran Penduduk 

Dewi Muslina S.Sos, MM 

NIP. 19790512 201001 2 

021 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 

Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil 

Sasri Saragih, SE, MM 

NIP. 19790327 200502 2 

002 

Bidang Pengelolaan Informasi 

Adm Kependudukan 

Siti Khadijah, S.Pd, MM 

NIP. 19791105 200212 2 005 

Bidang Pemanfaatan Data 

dan Inovasi Pelayanan 

Aja Alimsah S, S.Pd, M.AP 

NIP. 19851106 201101 1 

007 

Seksi Sistem Informasi dan 

Adm Kependudukan 
Seksi Kerjasama Seksi Pencatatan Kelahiran 

Rodiah Pasaribu, SE 

NIP. 19660620 199403 2 

002 

Seksi Identitas Penduduk 

Ilma Suryani Siregar 

NIP. 19860828 201101 2 

005 

Seksi Pindah Datang 

Penduduk 

Rahmat Surdayat, SE 

NIP. 19660620 199403 2 

002  

 

Seksi Perkawinan dan 

Perceraian 

Doan Alfredo Sitohang, SE 

NIP. 19831231 201001 1 

045 

Seksi Pengolahan dan 

Penyajian Data 

Kependudukan 

Siti Kholijah Sitompul, S.Si 

NIP. 19850904 201001 2 036 

Seksi Pemanfaatan Data dan 

Dokumen Kependudukan 

Seksi Pendataan 

Penduduk 

Seksi Perubahan Status 

Anak Pewarganegaraan  

Data Kematian 

Seksi Tata Kelola dan 

Sumber Daya Manusia, 

Teknolgi,dan Kominikasi 

Seksi Inovasi Pelayanan 
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Gambar 4.2  Struktural Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2019 

e. SDM di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Labuhan Batu Selatan 

Tabel : Daftar PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

Kabupaten Labuhan Batu Selatan 

No Nama Jenis 

Kelamin 

P/L 

Pangkat/ 

Golongan 

1. Mangayat jago Ritonga, S.Pd. SE L Pembina Utama 

Muda (IV/c) 

2. Ali Imran. S.H. M.Si L Pembina (IV/a)  

3. Sasti Saragi. SE. MM P Penata TK. I 

(III/d) 

4. Siti Khadijah, S.Pd. MM P Penata TK. I 

(III/d)  

5. Dewi Maslina, S.Sos. MM P Penata TK. I 

(III/d)  

6. Aja Alimsah S, S.Pd. M.AP  L Penata TK. I 

(III/d)  

7. Rodiah Pasaribu, SE P Penata TK. I 

(III/d) 

8. Drs, M. A Ifanda L Penata TK. I 
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(III/d) 

9. Rahmat Sudaryat, SE L Penata (III/c) 

10. Doan Alfredo Sitohang, SE L Penata (III/c)  

11. Uzra Refita, S.Kom P Penata Muda 

TK. I (III/d) 

12. Siti Kholijah Sitompul, S.Si P Penata (III/c) 

13. Ilma Suryani Siregar, S.Pd P Penata Muda 

TK. I (III/b) 

14. Binaria Samosir, SE. MM P Penata Muda 

TK. I (III/b)  

15. Akbar Baktiawan, A.Md L Penata Muda 

(III/a) 

16. Nirmala Sari Tri Atika, A.Md P Penata Muda 

(III/a)  

Sumber : DISDUKCAPIL Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2019 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  HASIL PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan dan menyajikan hasil yang diperoleh dari 

penelitian di lapangan dengan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif 

yaitu prosdur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek 

penelitian pada saat sekarang berasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.  Dengan demikian maka peneliti akan mengumpulkan data 

tentang Human Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

Untuk memperoleh data primer maka sumber aslinya berupa wawancara 

secara langsung oleh beberapa narasumber di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan masyarakat yang ada di 

Labuhan Batu Selatan. Selain itu untuk memperoleh data yang lengkap, maka 

dibutuhkan data sekunder dalam pengambilan data yang sudah ada dan tersediah 

dalam catatan dokumen di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan 

dengan sistematis sesuai dengan sifat metode penelitihan deskriptif dengan 

analisis data kualitatif. 
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4.1.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin  

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan 

menjadi dua kelopok yaitu narasumber jenis kelamin laiki-laki dan narasumber 

jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.2 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk 

masing-masing kategori. 

Tabel 4.2 

Distribusi Narasuber Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 3 60% 

Perempuan 2 40% 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Data dari Hasil Wwancara 2019 

 

4.1.2  Distribusi Narasumber Menurut Umur 

Distribusi narasumber menurut umur dari 5 (Lima) narasumber dapat 

diklarifikasikan menjadi beberapa interval yang terlihat pada tabel 4.3 di bawah 

ini: 

Tabel 4.3 

Distribusi Narasumber Menurut Umur 

Umur Frekuensi Presentase 

20-34 2 40% 

35-49 3 60% 



59 
 

Jumlah 5 100% 

Sumber : Dari hasil wawancara 2019 

 

4.1.3Distribusi Narasumber Menurut Pendidikan 

Distribusi menurut Pendidikan dari 5 (Lima) narasumber dapat 

diklarifikasikan menjadi beberapa interval yang terlihat pada tabel 4.3 di bawah 

ini : 

Tabel 4.3 

Distribusi Narasumber Menurut Umur 

Pendidikan  Jumlah  Presentase 

SMA 1 20% 

D2 1 20% 

SI 1 20% 

S2 2 40% 

Jumlah  5 100% 

Sumber : Data dari Hasil Wawancara 2019 

 

4.2  Deskripsi Hasil Wawancara 

1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah tanggungjawab dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal, sehingga 

masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai. 

Meningkatkan ketelitihan pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga 
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tidak ada kesalahan dalam proses pelayanan. Selain itu tersedianya sarana dan 

prasarana untuk menunjang proses pelayanan, seperti ruang tunggu yang nyaman, 

tempat parkir dan pendingin ruangan, serta toilet. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Imran, S.H, M.Siselaku 

Sekretaris di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan 

Batu Selatan pada hari Kamis, 14 Februari 2018 yang menyatakan bahwa 

“Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) yaitu 14 hari kerja. Sehingga pegawai  dalam bekerja 

harus telili, kalau tidak lengkap berkas maka berkas tidak bisa di proses dan 

dibalikkan sampai berkas itu lengkap.  

Selanjutnya Sarana dan prasarana kurang memadai dan rencana akan ada 

di renovasi gedung agar lebih layak lagi. Fasilitas yang ada di manfaatkan dengan 

sebaik mungkin, walaupun masih banyak kekurangan. Kebersihan kamar mandi 

dan ruang tunggu bisa di rasakan saat pagi hari.  

Bapak Aja Alimsah S, S.Pd. M.AP selaku Kepala Bidang Pemanfaatan 

Data dan Inovasi Pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada hari kamis, 7 Februari 2019 menyatakan 

bahwa “Pelayanan sudah semaksimal mungkin diberikan kepada masyarakat. 

Pegawai bekerja sesuai dengan bidang dan keahliannya, sehingga pegawai bisa 

memberikan pelayanan yang optimal. Pegawai mendahulukan kepentingan publik 

dari pada kepentingan pribadi, karena masyarakat memiliki jabatan tertinggi, 

maka dari itu pegawai optimalkan pelayanan kepada masyarakat dan 
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mengkesampingkan kepentingan pribadi. Pegawai tidak boleh urusan pribadi di 

bawa ke kantor, karena itu namanya tidak profesional.  

Selanjutnya Sarana dan Prasarana seperti fasilitas tempat parkiran, ruang 

tunggu dan pendingin ruangan maupun toilet sudah ada. Hanya saja tempat parkir 

belum cukup untuk menampung kendaraan masyarakat, ruang tunggu sudah 

nyaman dan sudah ada ac di dalamnya, serta toiletnya sudah sesuai dengan 

standar.  

Bapak Irwanto selaku masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan 

pada hari selasa, 19 Februari 2019 menyatakan bahwa “Pelayanan yang diberikan 

pegawai kurang optimal, karena banyaknya yang dilayani jadi masyarakat harus 

mengantri panjang, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pelayanan yang 

maksimal”. Kalau masalah ketelitihan pasti ada keteledoran dari pihak yang 

bekerja, soalnya tidak hanya satu orang  yang di urus dalam pelayanan, sehingga 

terjadi beberapa kesalahan dalam proses pelayanan seperti salah dalam pngetikan 

nama atau tempat dan tanggal lahir. Selain itu, pegawai yang bekerja masih ada 

mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat. 

Selanjutnya Sarana dan prasarana seperti ruang parkir yang panas dan 

ruang tunggu yang belum memadai, sehingga masih ada masyarakat yang berdiri 

dan berkeliaran di sekitar kantor. Pendingin ruang seperti AC sudah ada, hanya 

saja berada di ruang tunggu yang di dalam, sedangkan ruang tunggu yang di luar 

hanya mengandalkan AC alami. Fasilitas di dalam ruangan sudah lengkap dan di 

luar ruangan belum lengkap. Ruang tunggu ada 2, yaitu di dalam ruangan dan di 

luar dekat parkiran kereta.  
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 Senada dengan diungkapkan oleh Ibu Desi Susanti Amd selaku 

masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada hari Selasa, 12 Februari 

2019 menyatakan bahwa “Pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakar 

masih kurang baik, karena pegawai mendahulukan kepentingan pribadi dari pada 

kepentingan masyarakat, seperti ada saudara atau tetangga yang ingin membuat 

KTP, KK atau Akte Kelahiran, pegawai akan mendahulukan mereka dari pada 

masyarakat yang sudah antri panjang. Apabila pegawai ketahuan berbuat tidak 

adil, maka pegawai bilang dia udah dari tadi datang, padahal dia baru saja datang. 

 Selanjutnya sarana dan prasarana seperti fasilitas ruang tunggu udah 

lumayan bagus, karena ruang tunggu sudah ada AC dan nomor antrian. Wauapun 

ruang tunggunya masih kurang untuk menampung masyarakat yang datang setiap 

harinya. Tapi fasilitas seperti tempat parkirnya tidak cocok berada di situ, karena 

berada di dekat pintu masuk Kantor Disdukcapil dan parkirnya juga sempit. 

 Berdasarkan hasil penelitian menurut Delilla Fusanti Caniago selaku 

masyarakat pada hari Rabu, 13 Februari 2019 menyatakan bahwa, “Pelayanan 

yang diberikan pegawai kepada masyarakat sudah maksimal, Tapi karena terlalu 

banyak masyarakat yang datang untuk mengurus Akte Kelahiran, KK, dan KTP. 

Sedangkan pegawai yang bekerja di Kantor Disdukcapil sedikit, maka itu 

membuat kerjanya menjadi kurang efektif dan efisien. Pegawai yang bekerja di 

kantor Disducapil sudah pasti teliti, karena yang mereka urus itu Ktp, KK, Akte 

Kelahiran, kalau misalnya mereka tidak teliti maka mereka yang akan kesulitan 

untuk memperbaiki kesalahan itu. 
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 Selanjutnya sarana dan prasarana belum memadai, seperti ruang tunggu, 

kamar mandi dan lahan parkir. Sedangkan masyarakat yang datang ke kantor 

Disdukcapil banyak, sehingga ruang tunggu yang disediakan belum cukup untuk 

menampung semua masyarakat yang datang. Sehingga masih ada masyarakat 

yang menunggu dengan berdiri di halaman kantor dan di kereta. Lahan parkirnya 

sempit jadi orang yang datang sulit untuk meletakkan kendaraannya dan kamar 

mandi juga kurang layak, karena kamar mandinya sangat kotor dan gayungnya 

pecah sehingga masyarakat susah menggunakan gayungnya. 

 Berdasarkan penelitian penulis mengenai adanya tanggungjawab 

pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberian pelayanan 

masihkurang maksimal, karena pegawai belum sepenuhnya bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan yang optimal, sehingga pelayanan yang diberikan 

masih terdapat beberapa kekurangan, seperti fasilitas ruang tunggu yang kurang 

memadai, tempat parkir sempit dan kurangnya kesediaan blangko. 

 

2. Keamanan dan Kebebasan  

Keamanan adalah usaha yang dilakukan oleh pegawai dalam melindungi 

masyarakat dari hal yang di anggap tidak baik atau tidak menguntungkan, 

sehingga masyarakat merasa aman dalam proses pelayanan. Sedangkan kebebasan 

adalah kemampuan bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga 

proses pelayanan akan berjalan dengan lancar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Imran, S.H, M.Siselaku 

Sekretaris di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan 
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Batu Selatan pada hari Kamis, 14 Februari 2018 yang menyatakan bahwa 

“Pegawai sudah menghargai masyarakat dalam setiap proses pelayanan, dengan 

cara masyarakat merasa aman dalam pelayanan yang diberikan oleh pegawai. 

Kerena keamanan dan kebebasan salah satu kunci keberhasilan pegawai dalam 

memberikan pelayanan. 

Sedangkan yang disampaikan oleh Bapak Aja Alimsah S, S.Pd. M.AP 

selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada hari 

kamis, 7 Februari 2019 yang menyatakan “Sikap pegawai dalam memberikan 

pelayanan sudah ramah. Selain itu, pelayanan yang diberikan pegawai sudah 

maksimal, tapi  sesuai dengan karakternya dari masing-masing pegawai dalam 

melayani masyarakat. 

Sedangkan menurut Bapak Irwanto selaku masyarakat di Kabupaten 

Labuhan Batu Selatan pada hari Selasa, 19 Februari 2019 menyatakan bahwa 

“Pegawai membeikan pelayanan terkadang membeda-bedakan masyarakat, 

miasalnya ada keluarga, teman maupun tetangganya yang ingin mendapatkan 

pelayanan yang cepat, mereka akan melayaninya dengan sebaik mungkin, tapi 

kalau miasalnya masyarakat umum, mereka harus antri terlebih dahulu.  

Sedangkan menurut Ibu Desi Susanti Amd selaku masyarakat di 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada hari Selasa, 12 Februari 2019 menyatakan 

bahwa “Pegawai masih ada membeda-bedakan masyarakat dalam proses 

pelayanan, seperti ada saudara atau tetangga yang ingin membuat KTP, KK atau 

Akte Kelahiran, pegawai akan mendahulukan mereka dari pada masyarakat yang 
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sudah antri panjang”. Apabila pegawai ketahuan berbuat tidak adil, maka pegawai 

bilang dia udah dari tadi datang, padahal dia baru saja datang. 

Sedangkan menurut Delilla Fusanti Caniago selaku masyarakat pada hari 

Rabu, 13 Februari 2019 menyatakan bahwa “Pegawai dalam memberikan 

pelayanan belum sepenuhnya bersikap ramah dan sopan. Karena mereka masih 

saja kurang melayani masyarakat dalam setiap proses administrasi kependudukan. 

Hal itu membuat masyarakat merasa tidak nyaman dalam proses pelayanan.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Pegawai dalam 

memberikan Pelayanan kepada masih belum menghargai masyarakat, sehingga 

masyarakat merasa bahwa pegawai kurang ramah dalam melayani masyarakat. 

Hal itu membuat masyarakat enggan untuk mengurus administrasi kependudukan, 

karena tidak adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dalam proses pelayanan. 

Selain itu belum diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendapatkan 

fasilitas pelayanan yang nyaman dan aman.  

 

3. Partisipasi  

Partisipasi adalah suatu keterlibatan atau ke ikutsertaan masyarakat dalam 

kegiatan tertentu yang diberikan oleh pegawai di Kantor Disdukapil Kabupaten 

Labuhan Batu Selatan. Dalam artian, masyarakat diberikan kesempatan untuk 

bertukar informasi (dialog) dan menyampaikan keluhan kepada pegawai dalam 

proses administrasi kependudukan, sehingga proses tersebut dapat berjalan 

dengan lancar.  
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Bardasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Imran, S.H, M.Siselaku 

Sekretaris di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan 

Batu Selatan pada hari Kamis, 14 Februari 2018 yang menyatakan bahwa 

“Masyarakat sudah di berikan kesempatan untuk bertukar informasi dan  

menyampaikan keluhan kepada pegawai. Dulu sudah disediakan kotak saran 

untuk menampung aspirasi masyarakat, hanya saja di buang oleh masyarakat itu 

sendiri”. 

Sedangkan yang disampaikan oleh Bapak Aja Alimsah S, S.Pd. M.AP 

selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada hari 

kamis, 7 Februari 2019 yang menyatakan bahwa “Masyarakat sudah diberikan 

kesempatan untuk bertikar informasi maupun menyampaikan keluhan dengan cara 

langsung atau melalui wabsite yang tersedia. Hanya saja kotak saran tidak ada 

disediakan untuk mayarakat. Padahal untuk mengukur indeks kepuasan 

masyarakat dapat dilihat dari adanya kotak saran”. 

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Bapak Irwanto (di wawancarai 

oleh peneliti pada 19 Februari 2019), Ibu Desi Susanti Amd (di wawancarai oleh 

peneliti pada 12 Februari 2019), dan Delilla Fusanti (di wawancarai oleh peneliti 

pada 13 Februari 2019), menyatakan bahwa “Untuk menyampaikan keluhan 

masyarakat langsung datang pada pegawai dan responnya lambat, serta tidak 

disediakan kotak saran”. Dalam proses pelayanan akan terjadinya dialog antara 

pegawai dengan masyarakat, hal tersebut terjadi ketika masyarakat ingin bertanya 

kepada pegawai atau berkas yang dibawa pegawai masih kurang lengkap.  
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Berdasarkan hasil Penelitian mengenai masyarakat diberikan kesempatan 

untuk menyampaikan keluhan sudah ada, tapi masih belum dijalankan dengan 

sebaik mungkin, karena ketika masyarakat menyampaikan keluhan, pegawai 

lambat dalam meresponnya. Dan tidak disediakannya kotak saran untuk 

menyampaikan masukan agar pelayanan di Disdukcapil Labuhan Batu Selatan 

bisa menjadi lebih baik. Selain itu, dialog atau bertukar informasi akan terjadi 

ketika masyarakat ingin bertanya kepada pegawai dalam proses pelayanan.  

 

4. Reabilitas  

Reabilitas adalah kemampuan pegawai dalam memberikan apa yang 

dijanjikan dengan handal dan tepat serta akurat, sehingga masyarakat merasakan 

pelayanan yang diberikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Labihan Batu Selatan sudah optimal.  

Dari Hasil penelitihan yang disampaikan oleh Bapak Ali Imran, S.H, 

M.Siselaku Sekretaris di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada hari Kamis, 14 Februari 2018 yang 

menyatakan bahwa “ Prosedur yang diberikan oleh Kantor Disdukcapil sudah 

jelas dan mudah dimengerti masyarakat”. Selain itu, proses kerjanya 14 hari 

sesuai dengan SOP, jadi proses pelayanan sudah tepat waktu dan tidak ada di 

pungut biaya dalam proses pelayanan di kantor Disdukcapil Labuhan Batu 

Selatan.  

Selanjutnya pegawai juga sudah diberikan tugas sesuai dengan 

kemampuan mereka, agar pelayanan yang diberikan menjadi optimal dan 
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kemampuan pegawai dalam menggunakan alat-alat di Kantor Disdukcapil 

Labuhan Batu Selatan sudah mahir, karena dia menguasai bidang tersebut.  

Sedangkan yang disampaikan oleh Bapak Aja Alimsah S, S.Pd. M.AP 

selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada hari 

kamis, 7 Februari 2019 yang menyatakan bahwa “Prosedur dalam proses 

pelayanan sudah jelas dan sudah dimengerti oleh masyarakat. Ketepatan waktu 

dalam pelayanan sesuai dengan SOP yang ada yaitu 7 hari kerja dan bisa lebih 

cepat dari itu. Selain itu tidak ada dibebankan biaya kepada masyarakat dalam 

proses pelayanan di Kantor Disdukcapil Labuhan Batu Selatan. 

Bapak Irwanto selaku masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Selatan 

pada hari selasa, 19 Februari 2019 menyatakan bahwa “Prosedur sudah jelas dan 

di mengerti masyarakat, proses pelayanan tepat waktu dan terkadang tidak”. 

Pelayanan tidak di pungut biaya, hanya saja ketika masyarakat ingin prosesnya 

cepat, mereka harus membayar pegawai yang mengurus berkasnya sebagai ucapan 

terimakasih”.  

Pendapat dari Ibu Desi Susanti Amd selaku masyarakat di Kabupaten 

Labuhan Batu Selatan menyatakan bahwa “Prosedurnya ada masyarakat yang 

sudah mengerti dan ada yang belum, karena prosedurnya berubah-ubah dan 

mayarakat masih ada yang belum tau terhadap perubahan prosedur tersebut. 

Selanjutnya proses penyelesaian belum sesuai dengan SOP yang ada, tapi 

terkadang bisa tepat waktu dan lama.  
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Sedangkan pendapat dari Delilla Fusanti Caniago selaku masyarakat di 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan menyatakan bahwa “Prosedurnya sudah jelas 

dan dimengerti oleh masyarakat, karena sebelum mereka melakukan pembuatan 

KTP, KK, atau Akte pasti mereka bertanya dulu kepada pegawai, bagaimana 

caranya dan pegawai pasti akan menjawab secara rinci apa-apa saja persyaratan-

persyaratan untuk mengurus adminisrasi kependudukan”. 

Selanjutnya ketepatan waktu dalam proses pelayanan di kantor disdukcapil 

masih belum jelas, karena tergantung pada blangko yang tersedia, jika belangko 

ada, maka proses pelayanan berjalan dengan lancar. Tapi jika tidak ada, maka 

proses pelayanan menjadi tersendat.  

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai reabilitas (kehandalan) dalam 

proses pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah ada, 

sehingga ada beberapa masyarakat yang sudah merasakannya, walaupun belum 

semuanya. Seperti ketepatan waktu dalam penyelesaian proses pelayanan di 

kantor disdukcapil. Selain itu prosedurnya sudah mudah di mengerti oleh 

masyarakat dan prosedurnya sudah ada di pajangkan di dalam kantor, sehingga 

masyarakat yang datang bisa langsung melihat prosedur yang ada. 

 

4.3 Pembahasan 

1. Akuntabilitas 

 Fungsi akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan 

bertangunggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media 
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pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berskala. Maksudnya adalah 

kewajiban pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

maksimal, sehingga masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh 

pegawai di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhan Batu Selatan. 

Kepusan masyarakat merupakantujuan utama pegawai untuk mencapai 

keberhasilan dalam proses pelayanan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Labuhan 

Batu Selatan. 

 Selain itu, tanggung jawab pegawai adalah memberikan sarana dan 

prasarana dalam pelayanan sangat penting dan berpengaruh terhadap peningkatan 

pelayanan publik, karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai 

dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat. 

Tanggungjawab pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan pasti ada, 

sehingga pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan teliti.Ketika 

masih ada kekurangan dalam persyaratan berkas, maka berkas tidak dapat di 

proses. Dalam memberikan pelayanan pegawai masih ada mendahulukan 

kepentingan pribadi dari pada masyarakat. sehingga masyarakat merasa pegawai 

tidak adil dalam proses pelayanan.  

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa 

narasumber, diketahui bahwa masih perlu adanya peningkatan fasilitas fisik serta 

kelengkapan sarana prasarana yang memadai demi meningkatnya kualitas 

pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip pelayanan yang tercantum 

dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
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No.63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan 

pendukung lainnya yang memadai dan UU No. 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa 

penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik.  

 

2. Keamanan dan Kebebasan  

Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya atau hal yang dapat 

merugikan masyarakat dalam proses pelayanan yang di berikan oleh Aparatur 

Negara. Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam setiap proses 

pelayanan karena pegawai menghargai masyarakat, seperti pegawai bersikap 

ramah, sopan dan tidak mempersulit masyarakat dalam layanan yang diberikan.  

Kebebasan adalah kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk 

bertindak sesuai dengan keinginannya. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan. Pada saat 

proses pelayanan masyarakat diberikan fasilitas yang lengkap sehingga 

masyarakat merasa aman dan nyaman dalam proses pelayanan, tanpa harus antri 

berdesak-desak.  

 

3. Partisipasi  

Partisipasi adalah keikut sertaan masyarakat dalam tertib administrasi 

kependudukan, yang mana administrasi kependudukan merupakan hal yang paling 

penting dalam hidup masyarakat, karena itu adalah identitas dari masyarakat agar 

mudah di kenal oleh orang lain.  Selain itu, tertib administrasi merupakan visi dari 
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Disdukcapil yang mana tujuannya untuk menghitung jumlah penduduk yang ada 

di Kabtupaten Labuhan Batu Selatan.   

Masyarakat juga sudah diberikan kesempatan untuk bertukar informasi 

seperti dialog dan menyampaikan keluhan kepada pegawai, hanya saja mereka 

masih kurang dalam merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. 

Dialog yang dilakukan antara pegawai dengan masyarakat ada ketika masyarakat 

ingin bertanya kepada pegawai tentang persyaratan atau prosedur yang ada dalam 

layanan yang diberikan.  

Hal ini jga dikatakan Bapak Aja Alimsah selaku Ketua Bidang 

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyatakan bahwa untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dengan cara sosialisasi baik secara langsug datang ke desa-

desa mapun kelurahan dan melalui siaran radio. Selain itu Disdukcapil juga 

bekerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit, agar anak yang baru lahir bisa 

cepat mendapatkan akte kelahiran. Pegawai yang bekerja di Kantor Disdukcapil 

sudah berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat, hanya saja masyarakat 

kurang memahaminya, sehingga mereka datang ke kantor disdukcapil ketika 

butuh. 

Selain itu pegawai juga bisa membuat iklan seperti sepanduk di setiap 

daerah dan menyebarkan brosur kepada masyarakat tentang arti penting dari tertib 

administrasi, sehingga masyarakat akan sadar hal tersebut.  

4. Reabilitas  

Reabilitas atau kehandalan adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 

dalam pelayanan yang diberikan pegawai disdukcapil kepada masyarakat.  
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keberhasilan pegawai dapat dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian pelayanan 

sesuai dengan SOP yang ada. Selain itu kehandalan kantor disdukcapil adalah 

prosedur yang diberikan sudah jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat dan 

tidak ada pemungutan biaya dalam proses pelayanan.  

 Pegawai yang ada di disdukcapil diberikan pekerjaan sudah sesuai dengan 

kemampuan mereka dalam bidang-bidang tersebut, sehingga pegawai mempu 

menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan. Jika tidak maka pelayanan yang 

diberikan pegawai tidak akan berjalan dengan lancar, karena dia tidak menguasai 

bidang yang dia jalankan. 

 

4.4 Human Governance dalam Pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Labuhan batu Selatan  

Human Governance dalam pelayanan publik adalah tata kelola manusia 

dalam proses pelayanan meliputi akuntabilitas, hal ini menunjukkan supaya 

pegawai yang bekerja di disdukcapil bisa lebih bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan pekerjaannya, sehingga pelayanan yang diberikan dapat 

memuaskan masyarakat. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting 

dalam mendukung proses pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu alat penunjang keberhasilan 

suatu proses yang dilakukan dalam pelayanan publik. Apabila sarana dan 

prasarana tidak terdapat dalam pelayanan tersebut, maka seluruh kegiatan yang 

dilakukan tidak akan bisa tercapai hasil yang telah diharapkan. 
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Tabel 4.5 

Sarana dan Prasarana di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan 

No Nama Unit Jumlah 

1. Alat Perekam 2 

2. Ruang Tunggu 3 

3. Pendingin Ruangan 1 

4. Toilet 2 

5. Lapangan Parkir 1 

6. Pengeras Suara  4 

7. Mesin Nomor Antrian 1 

8. Mobil Kependudukan 2 

9. Komputer 35 

10. Mesin Tik 2 

 

Berdasarkan Kelengkapan dalam Sarana dan Prasarana dapat disimpulkan 

bahwa Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan 

Batu Selatan belum memenuhi standar pelayanan. Dalam hal ruang tunggu, alat 

perekam, dan lapangan parkir. Sarana dan prasarana belum memenuhi human 

governan karena belum sebanding antara jumlah sarana dan prasarana dengan 

jumlah masyarakat yang datang. Sehingga pelayanan yang diberikan masyarakat 

belum optimal, karena sarana dan prasarana belum memenuhi standar pelayanan. 

Tabel 4.6 
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SDM Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

 Kabupaten Labuhan Batu Selatan 

No. Nama Jumlah 

1. PNS 16 

2. Pegawai Honor 27 

 

Sumber daya Manusia yang ada belum memenuhi Human Governance 

karena belum sebanding antara jumlah pegawai dengan masyarakat yang datang 

setiap harinya. Maka dari itu perlu ditingkatkan jumlah pegawai yang bekerja di 

Disdukcapil agar pelayanan menjadi efektif dan efisien. 

Sarana dan prasarana yang harus di perbaiki adalah gedungnya yang mana 

masih kurang untuk menampung masyarakat yang mendapatkan layanan di 

disdukcapil. Selain itu, kurangnya bangku untuk ruang tunggu dalam pembuatan 

KTP, tidak adanya pengeras suara dan nomor antrian, serta tempat parkir yang 

kurang memadai untuk menampung kendaraan yang ada.  

Untuk itu perlunya aparatur memperhatikan hal tersebut, agar proses 

pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena salah satu tingkat 

keberhasilan pegawai dapat dilihat dari kepuasan yang di terima masyarakat 

dalam proses pelayanan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Labuhan batu Selatan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, 

maka diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Labuhan Batu Selatan dapat secara umum bisa dikatakan sudah 

baik, karena pegawai telah berusaha memberikan pelayanan dengan 

maksimal, tapi hasilnya belum bisa membuat semua masyarakat merasa 

puas dengan pelayanannya.  

2. Ditinjau dari segi sarana dan prasarana masih dikatakan kurang baik, hal 

itu disebabkan fasilitas seperti gedung, ruang tunggu, lahan parkir dan 

toilet yang kurang memadai. Selain itu juga dikarenakan belum adanya 

kipas angin di ruang tunggu luar, belum adanya pengeras suara untuk 

memanggil antrian, serta belum adanya buku bacaan atau koran yang dapat 

dibaca selama menunggu antrian. 

3. Ketelitian pegawai dalam bekerja itu pasti ada, walaupun masih ada 

beberapa kesalahan yang mungkin disebabkan kurang jelasnya masyarakat 

dalam mengisi formulir yang ada dan kurang fokusnya pegawai dalam 

bekerja.  

4. Proses pelayanan di DISDUKCAPIL sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP)  yaitu 7 hari kerja. Terkadang bisa lebih cepat dan bisa 

lebih lambat dari waktu yang telah di tentukan. Hal itu disebabkan karena 

76 



77 
 

sedikitatau banyaknya masyarakat yang melakukan proses pelayanan dan 

ketersediaan dari blangko.  

5. Untuk menyampaikan keluhan masyarakat bisa melalui website yang ada 

atau bisa langsung di sampaikan kepada pegawai, walaupun masih 

minimnya pegawai yang merespon keluhan yang di sampaikuan oleh 

masyarakat. Selain itu, tidak di sediakan kotak saran untuk masyarakat 

untuk menyampaikan masukan. 

6. Kendala yang dihadapi oleh pegawai adalah kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan masyarakat masih 

sering membawa syarat permohonan layanan yang kurang lengkap, 

sehingga proses pelayanannya menjadi tertunda. Masyarakat yang datang 

ke DISDUKCAPIL karena butuh, jika mereka tidak butuh mereka enggan 

untuk datang. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga 

kebersihan sehingga banyak sampah yang berserakan di ruang tunggu 

yang ada di luar. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan  hasil dari penelitian, penulis memberikan saran yang 

mungkin dapat bermanfaat buat Pelayanan Publik yang ada di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu sebagai berikut : 

1. DISDUKCAPIL Kabupaten Labuhan Batu Selatan bisa lebih menambah 

dan memperbaiki fasilitas yang ada, seperti renovasi gedung dan menata 
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ruangan supaya bisa menampung puluhan dan bahkan ratusan pengunjung 

setiap harinya.  

2. Demi kelancara proses pelayanan, diharapkan pegawai menyediakan 

blangko yang lebih agar tidak tersendatnya proses pelayanan dan 

menambah alat perekaman sehingga masyarakat tidak terlalu antri 

panjang. Selain itu demi kepuasan masyarakat, diharapkan dari pihak 

kantor DISDUKCAPIL dapat meningkatkan kualitas ruang tunggu yang 

ada di luar dengan menambah beberapa bangku dan disediakan kipas agar 

masyarakat tidak merasa kepanasan saat menunggu antrian.  

3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnyamelengkapi 

administrasi kependudukan, hendaknya pihak DISDUKCAPIL lebih 

meningkatkan sosialisasi dan publikasi tentang manfaat melengkapi 

administrasi kependudukan. Salah satu penyebab masih banyaknya 

masyarakat yang belum melengkapi administrasi kependudukan adalah 

kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat tentang arti penting 

dan manfaat dari kartu kependudukan.  

4. DISDUKCAPIL hendaknya memperhatikan sumber daya manusia untuk 

menunjang kelancara aktivitas demi meningkatkan kinerja individu dalam 

proses pelayanan. Memberikan pelatihan kepada pegawai dan mengikuti 

perkembangan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas pegawai. 
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DAFTAR WAWANCARA 
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Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan 

Nama  : Yani Andriesti Fily 

NPM   : 1503100091 

Juruan : Ilmu Administra Publik / Pembangunan 

Draft Wawancara 

A. Akuntabilitas 

1. Bagaimana Pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam 

memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat, seperti KTP, 

KK dan Akte Kelahiran ? 

2. Bagaimana ketelitian pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Labuhan Batu Selatan? 

3. Ketika memberikan pelayanan, apakah pegawai mendahulukan 

kepentingan pengguna pelayanan daripada kepentingan pribadi ? 

4. Bagaimana sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan ? 

B. Keamanan dan Kebebasan 

1. Bagaimana fasilitas tempat seperti tempat parkir, toilet dan pendingin 

ruangan  dalam proses pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan 

dan catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan ? 
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2. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melengkapi 

administrasi kependudukan ? 

3. Apakah pegawai dalam memberikan pelayanan bersikap menghargai 

masyarakat ? 

4. Apakah disediakan ruang tunggu yang nyaman kepada masyarakat dalam 

proses pelayanan kependudukan ? 

C. Partisipasi 

1. Apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk bertukar informasi dan 

dialog dalam pelayanan kependudukan ? 

2. Apakah masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan 

kepada pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  

Labuhan Batu Selatan ? 

3. Usaha apa yang dilakukan agar partisipasi masyarakat dapat meningkat 

dalam melengkapi administrasi kependudukan ? 

4. Apakah partisipasi masyarakat dalam melengkapi administrasi dapat 

memotivasi Bapak/Ibu yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Labuhan Batu Selatan ? 

D. Reabilitas  

1. Apakah prosedur pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

sudah jelas dan mudah di mengerti oleh masyarakat ? 

2. Bagaimana ketepatan waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan ? 
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3. Apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat sudah terperinci 

dengan jelas ? 

4. Bagaimana kemampuan pegawai menggunakan alat bantu dalam poses 

pelayanan ? 
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